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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

bahwa sebagai wahana pendidikan politik dan partisipasi politik rakyat,
partai politik perlu diberdayakan agar mampu melaksanakan fungsinya
secara efektif dan mandiri berdasar kaidah-kaidah demokrasi yang
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, transparansi, keadilan, aspirasi,
tanggungjawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia perlu landasan hukum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3848);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189 );

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4836);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;




16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD,
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

Menetapkan :

dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TENTANG BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.

5. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangkalan.

6. Partai Politk adalah Partai Politik peserta pemilu di Kabupaten
Bangkalan.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD
yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang
mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah
perolehan suara.

BAB I
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah
Daerah dan ditetapkan setiap tahunnya dalam APBD.




(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik
yang mendapatkan kursi di DPRD.

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah
perolehan suara hasil Pemilu DPRD.

(4) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil
penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran
sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD
bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.

(5) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun

anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikalikan dengan jumiah

perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode berkenaan.

BAB Il
PENGAJUAN DAN PENYALURAN
BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3

(1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 diajukan melalui permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.
(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan persyaratan administrasi dan ditandatangani oleh Ketua dan
Sekretaris Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten.
(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
sebagai berikut :
a.penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh Komisi
Pemilihan Umum;

b.susunan kepengurusan Partai Politik yang sah;

c.rekening kas umum Partai Politik;

d.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Palitik;

e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik; dan

f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan
tahun anggaran sebelumnya.

(4) Kepala Daerah melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan
kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).

(5) Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Kepala Daerah membentuk Tim verifikasi.

(6) Hasil verifikasi dari tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dituangkan dalam Berita Acara.




Pasal 4

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik Tingkat
Kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

BAB IV
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 5

Bantuan Keuangan kepada partai Politik digunakan sebagai dana penunjang
kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 6

(1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
berkaitan dengan :
a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b. peningkatan partisipasi politk dan insiatf masyarakat dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter
bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
(2) Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender
untuk membangun etika dan budaya politik sesuai Pancasila.

Pasal 7

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
berkaitan dengan :

administrasi umum;

b. berlangganan daya dan jasa;

c. pemeliharaan daya dan arsip; dan

d. pemeliharaan peralatan kantor.

o

BAB V
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

(1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan
dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD.




(2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), partai politik wajib melaksanakan pembukuan dan
memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan
keuangan.

Pasal 9

(1) Partai politk wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) secara berkala 1 (satu)
tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa Badan
Pemeriksa Keuangan.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan
Pemeriksa Keuangan.

Pasal 10

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terbuka
untuk diketahui masyarakat.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 11

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan yang
bersumber dari APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah Daerah
dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2006 Nomor 3/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.




Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan.

Ditetapkan.di Bangkalan
pgq'a’g,ta ngga

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 11 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

1

SAIFUL DJAMAL

LEMBARAN DAERAH KAPUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011
NOMOR 7/E




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Bahwa pada dasarnya terbentuknya Partai Polittk merupakan salah satu
pencerminan hak Warga Negara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat
sesuai dengan sistem Demokrasi Negara Republik Indonesia yang menganut sistem
perwakilan yang dilaksanakan oleh partai Politik.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta
memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka
pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang selama ini dilakukan oleh
Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian.

Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan
mencabut peraturan Daerah lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan-
ketentuan terbaru dalam peraturan perundang-undangan.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah
ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah
timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan
Peraturan Daerah ini.
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas



Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
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